PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 6 TAHUN 1962 (6/1962)
TENTANG
POKCK- POKOK PERUVAHAN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a. bahwa untuk nencukupi kebutuhan pokok akan perumahan perlu
di adakan penbangunan perumahan secara nel uas;

b. bahwa karena keadaan yang nendesak soal tersebut perlu segera

di atur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang.

Mengi ngat :

1. pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;

3. Pasal -pasal 3, 7, 8 dan 9 Ketetapan Majelis Pernusyawaratan
Rakyat Senmentara No. |1/MPRS 1960 tanggal 3 Desenber 1960;

Mendengar :
Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertanma Bi dang Kesej aht eraan Rakyat
dan Menteri Sosi al

VEMUTUSKAN:

Dengan nencabut Undang-undang No.3 Drt. tahun 1958 (Lenbaran- Negara
tahun 1958 No. 43) dan Undang-undang No. 25 Prp tahun 1960 (Lenbaran
Negara tahun 1960 No. 73) serta nenbatal kan segala peraturan
per umahan yang bertentangan dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni;

Menet apkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-pokok
Per umahan.

Pasal 1.
(1) Setiap warga negara dan badan-badan swasta dapat dengan bebas
menbangun perumahan dan nenet apkan penggunaannya bai k untuk
di pakai sendiri ataupun di sewakan.
(2) Perwakil an negara asing dan warga negara asing dapat nenbangun
per umahan unt uk keperluannya sesuai dengan petunj uk-petunj uk
Pener i nt ah.

Pasal 2.
(1) Perakai an atau penggunaan perunmahan adalah sah apabila
nmenper ol eh persetujuan pemlik.
(2) Hubungan sewa- nenyewa yang nengandung perlindungan bagi pemlik
dan penyewa serta pedonman harga sewa yang |ayak di atur dengan
Per at ur an Peneri nt ah.

Pasal 3.
(1) rusan perumahan diatur oleh Menteri Sosial, kecuali yang
t er masuk bi dang Departenen |ain



(2) Ket ent uan- ket entuan pidana yang diperlukan dalam nel aksanakan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan
tersendiri dal am Perat uran-peraturan Pemerintah yang nengat ur
pel aksanaannya.

Pasal 4.

(1) Semua peraturan yang dapat nenghanbat penbangunan perunmahan
di sesuai kan dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini.

(2) Pel aksanaan serta semua akibat hukum vyang tinbul karena
di cabut nya atau dibatal kannya peraturan-peraturan perunmahan
ol eh Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini diatur
dengan Peraturan Penerintah, dengan nenperhatikan keadaan
khusus dal am masa peral i han.

Pasal 5.
(1) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang Perunahan.
(2) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nulai berlaku
pada hari di undangkan

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Sekretaris Negar a,

ttd.
MOHD. | CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG
t ent ang
POKCOK- POKCK  PERUVAHAN.

UMM
Unt uk newuj udkan kesejahteraan yang nerata, terutama dalam

bi dang perumahan seperti apa yang dicita-citakan oleh Mjelis
Per musyawar at an Rakyat Senentara dal am ket et apanannya No.



1/ MPRS/ 1960 8§ 385, naka sewajarnyal ah kal au Penerintah nengikut -
sertakan rakyat untuk segera nulai nmengusahakan terwij udnya
kesej aht eraan tersebut.

Kebut uhan pokok akan perumahan yang terasa sangat nendesak
pada dewasa ini, yang diantaranya nenurut perhitungan Dewan
Per ancang Nasi onal pada akhir tahun 1960 terdapat sebanyak I ebi h-
kurang 4.000.000 buah dan setiap tahunnya akan neni ngkat 1.000.000
buah sesuai dengan pertanbahannya penduduk (Buku | 8§ 382), sedang
per umahan yang ada pun ti dak/bel um nemenuhi syarat-syarat perunmahan
yang kita cita-citakan ialah perumahan yang sehat, nikmat, tahan
| ama, murah harga dan sewanya, serta nenenuhi nor ma- nor na
kesusi | aan.

Unt uk nengatasi kesulitan akan perumahan tersebut tidaklah
dapat diatasi hanya dengan nenbagi perumahan yang ada serta
menunj uk penakai annya yang sangat nenbutuhkan, el ai nkan harus
di atasi dengan nenanbah junm ah dan nenbangun perumahan sebanyak-
banyaknya.

A eh karena itu dengan nenperhatikan petunjuk-petunjuk yang
berwenang pantas di benarkan kebebasan untuk nenbangun dan
nmenet apkan penggunaannya kepada rakyat dan badan-badan sewasta yang
i ngi n nenbangun perumahan untuk mencukupi kebutuhannya, bai k untuk
dirinya sendiri, buruh dan pegawai nya ataupun untuk orang |ain,
di sanpi ng usaha-usaha Penerintah sendiri untuk nencukupi kebutuhan
akan perunahan.

Adapun per at ur an- per at uran perunmahan yang kini berl aku, antara
| ai n Undang-undang No. 3 Drt tahun 1958 jo. Undang-undang No. 25
Prp tahun 1960 dan peraturan-peraturan daerah |ainnya, ternyata
ti dak/ kurang nmencerm nkan usaha terwjudnya nmaksud tersebut, naka
ol eh karenanya perlu ditinjau kenbali dan disesuai kan dengan
kebut uhan dewasa i ni .

Aki bat peni njauan kenbali peraturan-peraturan tersebut akan
diatur dalam Peraturan Penerintah tersendiri yang antara lain
berisi : Wwenang dan kekuasaan Penerintah Daerah dalam urusan
perumahan yang telah diserahkan sebelum berlakunya Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang ini (berdasarkan P.P. No. 6
tahun 1958, Lenbaran Negara tahun 1958 No. 10), berlaku S.1.P.
sel ama masa peralihan, dan |ain-Iain.

A eh karena itu masal ah perumahan ini merupakan hajat hidup
rakyat yang sangat nmendesak, maka Penerintah nengundangkan
peraturan ini dalam bentuk Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang.

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Kekurangan perumahan hanya dapat diatasi dengan nenanbah
jum ah perumahan yang ada serta di beri kan kebebasan kepada rakyat
unt uk nenbangun dan nenet apkan penggunaannya, dengan nenperhati kan
pet unj uk- pet unj uk yang berwenang.

Quna | ancarnya perunmahan yang di pandang nenenuhi syar at - syar at
kesehat an, kesusilaan dan keindahan serta diatur dengan cara-cara
yang nudah, serta sesuai dengan perencanaan Kkota/desa dan tat a-
| aksana penbangunan.



Yang di maksudkan dengan perunahan disini ialah senua bagunan
yang dipergunakan oleh seseorang, perusahaan, badan-badan dan
sebagai nya untuk tenpat tinggal atau untuk keperluan |ain. Pantas
pul a kepada perwakilan dan warga negara asing diberikan kesenpat an
untuk turut pula nenbangun perumahan guna nencukupi keperl uannya
sesuai dengan petunj uk-petun- Penerintah jangan sanpai neni nmbul kan
hak-hak exteritorial.

Pasal 2.

Pemakai an perumahan diatur selanjutnya berdasarkan hubungan
bi asa dengan persetujuan pemliknya dalam suatu Peraturan
Penerintah, sehingga tidak diperlukan |agi adanya Surat 1jin
Perumahan (S.1.P.) seperti diatur dalam peraturan-peraturan yang
t er dahul u.

Pasal 3.

Uusan Perumahan yang ada pada Menteri Sosial secara
ber angsur - angsur sebagi an atau seluruhnya dapat diserahkan kepada
Kepal a Daerah; begitu pula urusan-urusan perumahan yang telah
di serahkan berdasarkan Peraturan Penerintah No. 6 tahun 1958
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 10) tetap nenjadi kekuasaan dan
wewenang Penerintah Daerah yang bersangkutan, yang pelaksanaan
sel anj ut nya akan di sesuai kan dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni .

Pasal 4.
Aki bat yang tinbul karena perubahan pengaturan ini diatur

dal am Peraturan Penerintah yang diundangkan bersama-sama dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 5.
Cukup j el as.
D ket ahui
Sekretaris Negar a,
ttd.
MOHD. | CHSAN
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1962/ 40; TLN NO. 2476



